






IMPLEMENTASI PERATURAN 
PERUNDANG- UNDANGAN BARU



PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

• PASAL 1 ANGKA 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (“UU

ITE”) MENJELASKAN, TANDA TANGAN ELEKTRONIK ADALAH SUATU INFORMASI ELEKTRONIK YANG DILEKATKAN ATAU

DIASOSIASIKAN DENGAN INFORMASI ELEKTRONIK UNTUK TUJUAN VERIFIKASI DAN AUTENTIKASI.

• LEBIH LANJUT DIATUR BAHWA INFORMASI ELEKTRONIK ADALAH SEKUMPULAN DATA ELEKTRONIK, SEPERTI TULISAN,

GAMBAR, RANCANGAN HURUF, ATAUPUN SIMBOL, YANG DIOLAH DAN MEMILIKI ARTI UNTUK DAPAT DIPAHAMI OLEH

YANG MAMPU MEMAHAMINYA.1

• PENGATURAN PELAKSANAAN MENGENAI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (“PP 82/2012”)

• APABILA MERUJUK PADA KETENTUAN PASAL 52 PP 82/2012, TANDA TANGAN ELEKTRONIK MEMILIKI 2 FUNGSI, YAITU:

1. SEBAGAI ALAT AUTENTIKASI DAN VERIFIKASI ATAS IDENTITAS PENANDA TANGAN DAN KEUTUHAN; DAN

2. SEBAGAI ALAT AUTENTIKASI DAN VERIFIKASI ATAS KEAUTENTIKAN INFORMASI ELEKTRONIK.



PENGGUNAAN KERTAS PUTIH BIASA

• DASAR : PASAL 14 AYAT (1) PERMENDAGRI NO.109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN 

BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN “PENCETAKAN HASIL

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DALAM PASAL 4 AYAT (1), DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KERTAS DENGAN SPESIFIKASI SEBAGAIM ANA 

DIMAKSUD DALAM PASAL 12

• “SPESIFIKASI FORMULIR PENGAJUAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN 

PENCATATAN SIPIL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (1) HURUF A DAN 

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 TERDIRI DARI : A. BAHAN BAKU : KERTAS HVS 80 

GRAM; B. UKURAN : A4; C. JUMLAH : 1 (SATU) RANGKAP; DAN D. WARNA : PUTIH.



LEGALISASI DOKUMEN

DASAR : 

PASAL 19 PERMENDAGRI 104 TAHUN 2019 1. LEGALISASI DOKUMEN

KEPENDUDUKAN DILAKUKAN OLEH KEPALA DISDUKCAPIL ATAU PEJABAT

YANG DITUNJUK 2. LEGALISASI DOKUMEN PENCATATAN SIPIL DILAKUKAN

OLEH PEJABAT PENCATATAN SIPIL ATAU KEPALA BIDANG YANG MENANGANI

PENCATATAN SIPIL 3. DOKUMEN KEPENDUDUKAN DENGAN FORMAT DIGITAL 

DAN SUDAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK DAN KTP-EL TIDAK

MEMERLUKAN PELAYANAN LEGALISIR.





CONTOH PELAYANAN ONLINE







• PENGAMBILAN BERKAS YANG SUDAH DIVERIFIKASI SERTA SUDAH DIPROSES

OLEH OPERATOR PELAYANAN AKAN DI KIRIMKAN MELALUI

• 1. PERANGKAT DESA TERKAIT

• 2. PT. POS INDONESIA DENGAN BIAYA SEBESAR RP 18.000,-




